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KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
UNTUK RENJA TAHUN 2024

NAMA OPD :  DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
KOTA MAGELANG

BIDANG URUSAN :  URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

PROGRAM :  PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

INDIKATOR :  KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

KEGIATAN : PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

SUB KEGIATAN :  SOSIALISASI KETENTUAN CUKAI

LATAR BELAKANG

Bahwa Peredaran rokok Ilegal di kalangan masyarakat yang berdampak pada
kerugian negara berkaitan dengan cukai masih terjadi sangat signifikan.
Sehingga diperlukan sosialisasi secara masiv guna mengedukasi masyarakat
untuk menekan beredarnya rokok illegal. Pemerintah Kota Magelang
bekerjasama dengan Kantor bea cukai mengkampanyekan melalui berbagai
kanal media guna mengedukasi masyarakat terkait dengan Gempur Rokok
llegal.

Pabrik rokok wajib melakukan pemeriksaan lab atas produksi rokok secara
berkala, Rokok Ilegal sudah pasti tidak melewati fase pemeriksaan kandungan
nikotin dan tar di laboraratorium resmi atau tersertifikasi, sehingga pengusaha
rokok llegal tidak membayar cukai dan pajak, dan ini menjadi bagain yang
merugikan negara.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka Sosialisasi Ketentuan Bidang Cukai
sangat diperlukan guna mengedukasi masyarakat dari berbagai kalangan dalam
upaya penekanan peredaran rokok ilegal di Kota Magelang.

DASAR HUKUM

a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
11 Tahun 1995 Tentang Cukai;

b. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.07/2021 tentang
Penggunaan, Pemanfaatan dan Evaluasi DBHCHT;

c. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2022 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil
Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Bagian Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah dan
Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024;



1. TUJUAN

Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah
Kab/Kota terkait dengan ketentuan cukai ini sebagai bentuk sinergi antara
Pemerintah Daerah dengan Bea Cukai guna mengedukasi masyarakat dalam
rangka meminimalisir peredaran rokok Ilegal di Kota Magelang.

IV. MANFAAT

1. Peningkatan pemahaman masyarakat/para pedagang rokok tentang ciri-ciri
rokok ilegal serta kemana mereka harus melaporkan apabila ditemukan
peredaran tersebut.

2. Potensi Peningkatan Pendapatan tentang cukai akan naik dan Negara tidak
rugi;

3. Masyarakat menjadi tenang dan kondusif merasa diperhtikan oleh pemerintah.

V. RUANG LINGKUP

\Y

Ruang lingkup Kegiatan terdiri dari :

Lingkup Kegiatan

1. Pertunjukan Kesenian melalui media dengan penonjolan muatan pesan
informasi

2. Sosialisasi secara tatap muka

3. Publikasi melalui medsos

|. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN :
NO. Uraian Anggaran Bulan Ke-
1(/2|3|4(5|/6|7|8|9]|10|11 |12
1. Belanja Alat/Bahan Untuk 5.935.800,- | v \% v v
ATK
4., Belanja Alat/Bahan Untuk 330.000,- v
bahan Komputer
5. Belanja Alat/Bahan Untuk 282.000,- \'
Alat Listrik
6. Belanja makanan dan | 21.490.000,- |V |V |V V| v |v v v
Minuman
7. Belanja Jasa Iklan dan 15.300.000,-
Radio Spot
8. Belanja Dekorasi 1.821.600,-
9. Belanja Jasa Tenaga Ahli 120.250.000,- \% \Y \% \% \%
L Belanja Sauvenir 13.500.000,-
11. Belanja Sewa Mebelair 2.516.000,-
12. 52.266.000,-

Belanja sewa Alat Rumah
Tangga Lainnya

13. Belanja Perjalanan Dinas 17.022.000,- v

Dalam Negeri

Jumlah,......ocenriiiiiiiiiiiinnn | 250.713.400, -




X. BIAYA

Biaya yang disediakan untuk sub kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan
Media Komunikasi Publik adalah sebesar Rp. 250.713.400,- ( Dua ratus lima puluh
juta tujuh ratus tiga belas ribu empat ratus rupiah ).

VII. KELUARAN
Dokumen pertanggungjawaban atas pelaksanaan Kegiatan ;
1. Dokumen Foto Kegiatan
2. Dokumen Video Kegiatan
3. Dokumen Pengadaan Kegiatan
4. Dokumen Pelaporan Kegiatan.

VIII. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini disusun untuk selanjutnya dapat dijadikan
sebagai acuan dalam pelaksanaan pekerjaan.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
( PPTK)

PRIANTA ADI WIBAWA, ST, M.Eng
NIP. 19770802 200501 1 012




